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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR I/UILAYAH KEMENTERIAN AGAIIIA
PROVINSI JAWA BARAT

NOiTOR : Kw.10.4 r 4, Pp.0T / ATSS t2O1Z

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA KAHTOR IUII-AYAH KEUEHTERIAN AGAHA
PROVIHSI JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

a. bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang di
selenggarakan oleh masyarakat serta madraiih sebagai aalah situ latur
pendldikan formaldalam sistem Pendidikan Nasionalyang-berada di lingkungan
Kantor.wilayah Kementerian Agama provinsi Jawa Barat perlu aoa-nya izin
operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madraaah tbrsebut
bahwa dalam rangka memberikan izin operasionalterhadap madrasah tergsbut ,dipandang perlu diterbitkannya surat Keputusen Kepala Kantor wilayah
Kemsnterian Agama Provinsi Jawa Barat;
bahwa mempertratikan poin a dan b di atas, madraeah sebagaimana tgrcantum
9q1"ry kolom 2 (dua) tampiran keputusan ini telah mEmenutii persyeratan dan
kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin oier:aiional untuk
menyelenggarakan pendidikan;

1.

2.
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4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Republik lndonesia
Pendidikan Naeionalt

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Peraturan Pemerintah Republik tndonesia Nomor 2g rahun 1gg0 tentang
Pendidikan Dasar;
Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 2g rahun 1gg0 tentang
Pendidikan Menengah;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3g Tahun 1gg0 tentang peran
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; ,

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia irlomor 1g rahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan; r

Keputusan Presiden Rl Nomor 102 Tahun zoot tentang Kedudukan 'Iugas,

[tp.i ,Kewenangan susunan dan Tata Keria Departemen Agama yang t6tan
diubah dan disempumakan dengan Keputusan presiden Rl Nomor'45 Tahun
2002;
Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1gB7 tentang status Msdraaah
swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lslam;
Keputusan Menteri Agama Nomor 1 TahUn 2001 tentang Kedudukan, Tuges,
Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisaei dan Tata KerJa Departemen
Agama;
Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang $ueunan Organleeri
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provlngi / Kantor
Departemen Agama Kabupaten / Kota;
Peraturan MenteriAgama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan
Dapartemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama lslam Nomor
En50/1997 tantang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrageh Swasta
Jenjang Pendidlkan Dasar dan Menengah;
Keputusan Oirektur Jenrleral Pendidikan lslam Kementerlan Agama Republik
lndonesia Nomor DJ.ll458A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik
Lambaga Pendidikan tslam.

10.

1.



Memberikan izin operasionalkepada 57 {lima puluh tujuh) madrasah sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan inidengan rinciah sbbagal berikut: -1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 3g madrasah;2. Madrasah Aliyah {MA) : 18 madrasah.

Kepada madrasah sebagaimana terlampir diberikan piagam izin operasionalpenyelenggaraan pendidikan dan Nomor $tatiatik Madrabati (NsM) scdagaimin,
tercantum dalam kolom I (delapan) lampiran keputusan ini;

Apabila temyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka
segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembalisebagaimana mlsunya;

Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkuten r.rntuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

IIEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KETIIENTERIAH AGA]I,IAPROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN OPERASTONAI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI 57 (LIiTA PU1UH 

-ii'Ji'HI
i/IADRASAH.

Ditetapkan di

f
Tembusan :

1. Sekrefans Jendenl Kementarian Agama RtdiJakafta;
2. lnspeffiur Jenderal Kementerian Agama Rt diJakarta;
3. Direffiur Jenderal Pendidikan Is/arn Keme nterian Agama Rt di Jakafta;
4. Kepala Kantor Kemen|ortan Agama Kabupaten/Kota tarkait;
5. Madrasah Tsanawiyah Ketua KKM te*ait.
6. Madrasah Aliyah Ketua KKM terkait.
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